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Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaha.raan Negara

{Lembaran Negara Repubiik Indonesia Ta}run 2OA4 Nomor
5, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia  a35);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggqng jawab
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
aa35l;

Undang-Undang Noraor 28 Tahun 2OA9 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O0q Nomor 13O, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 50a9);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun ZAL+ tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2A14 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor I Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2A74 tentang
Pemerintahan Daerah {trarbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Oi5 Nomor 58, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum {Lembaran
Negara Tahun 2OO5 Nomor 48, Tambahan kmbaran Negara

Nomor a502l;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengeiolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Tahun
20OS Nomor 14O, Tambahan kmbaran Negara Nomor

a578\;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OOS tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lernbara"n Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2O1O tentalg Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O1O Nornor 11O, Tarnba"han l-errrbaran Negara

Republik Indonesia Nornor 5155);

7.

8"

9.
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2A06 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

{Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a6ta\;

ll.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahua 2AA7 tentang

Pengelolaan Uang Negara/Daerah {Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun ZAAV Nomor 83, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a738);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan {Lembaran Negara Tahun

2A1A Nomor L23, Tambahan Lembaran Negara Nomor

5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor !2 Tahun 2A17 tentang

Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Ta}run 2A77

Nomor 73, Tambahan Lembaran lt{egara Nornor 6Oa1};

14. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Republik Indonesia Nomor

5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan

Tuntutal Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L997 Nomor

8, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

366e);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nornor

13 Tahun 2AA6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimana telah diubah dengal Peraturan

Menteri Dalam Negeri Repubiik Indonesia Nomor 21 Tahun

2OLl tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2OO8

tentang Tata Cara Penatausahaan darr Perrlrusunan

Laporan Pertanggungiawaban Bendahara serta

Penyampaiannya;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 20f3
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Berbasis Akrua-l pada Pernerintah Daerah;
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18. Peraturan Daerah Ncmcr tr Tahrrn 2O1O teatang Pokok-Pokok

Pengelclaan Keuangan Daerah Frovinsi Sumatera Utara

{i,emLraran Daerah Provinsi Sumatera l-Itara Tahun 2O1O

Nomor 1);

19. Peraturan Guberrru.r Nomor 39 Tahun 2O15 tentang Susunan

Organisasi Badan Daerah darr Inspei<torat Daerah Fror..insi

Sumatera Utara {Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2CI76 Nomor 4Oi sebagairnana telatr diuhah be berapa

kali terakhir dengan Peraturan Gubernur l\iomor 46 Tahun

2AL8 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraluran Gubernur

Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2O16 tentang Susunan

Organisasi Bada::r Daerah dan Inspel<torat Daemh Pravinsi

Sumatera Utara {Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2018 lr{omor 47};

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TEI{TAI{G PEDOMA}I PELAKSANAAN

TRANSAKSI NON TUNAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Suneatera Utara-

2- Pemerintahan Daerair adalah Pen3.elenggaraan urusan

pemerintahan cleh Perneintah Daerah dan Dewan

Peru.akilan Ralq..at Daerah menurut asas otonorni dall tugas

pembantuan dengan prinsip otonomi seh.ras* luasnya dalam

sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dirnaksud dalarn Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945-

3. Pernerintah Daerah adaiah Gutrersxrr sebagai urrsr-lr

pen3'eienggara Peraerintahan Daerah yang rnemimpin

peiaksanaan rtrusan pemerintahan _\.ang menjadi

kewenangal daeralr otonom-

+. Gubernur adalah Gr-rbermrr Surnatera Utara-
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5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat

SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah

selaku pengguna anggara.n/ pengguna barang.

6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya

disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah

daerah selaku pengguna aflggaran/pengguna barang, yang

juga melaksanakan pengeiolaan keuangan daerah.

7. Bank adalah PT. Bank Sumut selaku pengelola Rekening

Kas Umum Daerah yang menyediakan layanan perbankan

untuk transaksi non tunai.

8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajitran daerah

dalam rangka penyelenggaraan pemerinta-}-an daerah yang

dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala

bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan

kewajiban daerah tersebut.

9. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaant,

pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasarr

keuangan daerah.

10. Pejabat Pengelotra Keuangan Daerah yang selanjutnya

disingkat PPKD adalah kepala satual kerja pengelola

keuangan daerah yang selanjutnu:a disebut dengan kepala

SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan

APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

1 1. Bendahara Umum Daerah yang seianjutnya disingkat BUD

adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang bertindak

dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

12. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut

Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk

melaksanakan sebagian tugas Bendaha"ra Umum Daerah.

13. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang

daerah yang ditetapkan oieh Kepala Daerah untuk
menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan

untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
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14. Rekening Kas Urmrm Daerah yang selanjutnya disingkat

RKUD adalah rekening tempat penyimpanan Liang daerah

yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menampung

seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk
membayar seh:n:h pengeluaran daerah pada bank yang

ditetapkan.

15. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang ker*'enangarr

penggunaan anggarari untuk melaksaria.kan tugas pokok

dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

16. Kuasa Pengguna Anggaran ada-lah pejabat yang diberi

kuasa untuk melaksanakan sebagian kel.r..enangan

penggllna anggaran dalam rnelaksaaakan sebagian lugas

dan fungsi SKPD.

17- Pejabat Penata.usaha"an Keuangan SKPI) yang selanjutnya

disingkat PPK-SKPD adatrah pejabat yang melaksanakan

fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

18. Dokumen Pelaksarraan Anggaran SKPD yaflg setran-lutnya

disingkat DPA-SKPD ada-lah dokurnen yang mernuat

pendapatan, belanja dan pembiayaan yarlg digunakan

sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna

anggararl.

19. Dokumen Petraksaflaan Anggaran PPKD ya&g selanjutnya

disingkat DPA-PPKD merupakan dokurnen pelaksa.naan

anggaran Badal Pengeiolaan Keualgac dan Aset Daerah

selakrr tsenda-brara Urnurn Daerah-

2O. Bendahara Penerirnaan adalah pejabat fungsioaal yang

ditunjuk untuk menerima, menyknpan, menyetorkan,

menatausahakan, dan mempertanggungiawabkan uang

pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada

SKPD.

2l. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsianal yalg
ditunjuk rnenerirna, rnenyirnpan, rnernbayarkan,

menatamsahakan, dari mernpertanggungianr.,abkan uarlg

untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan

APBD pada SKPD.
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22.Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah orang yang

ditunjuk uotuk membantu Bendahara Peageluaran uatuk
melaksanakan pembayaran kepada yang berhak gllna

kelancaran kegiatan tertentu.

23. Uang Persediaan adalah yang selanjutnya disingkat UP

adalah uang muka kerja dalam jurrdah tertentu yang

diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai

operasional sehari-hari SKPD atau rnernbiayai sifat dan

tujuannya tidak mungkin dilakukan rnelalui mekanisme

pembayaran langsung.

24.Tarnbahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TUP

adalah Lrang muka yang dibrerikan kepada Bendahara

Pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat rnendesak

dalam 1 {satu} bulal melebihi pagu UP yang telah

ditetapkan.

25. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat

SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang

bertalggung jawab atas pelaksanaan kegiatanlbendahara

pen ge luaran untuk men gaj ukan permin taan pembayaran.

26. Surat Perintah Membayar yarig selanjutnS'a disingkat SPM

adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh

pengguna angg€Lran/kuasa pengguna anggaran untuk
penerbitan SP2D atas bebal pengeluaran DPA-SKPD.

27. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat

SP2D adalah dokumen yang digunakal sebagai dasar

pencairan dana yang diterbitkan oieh BUD berdasarkan

SPM.

28. Fasilitas Layanan Perbankan adalah fasilitas yang

disediakan oleh perbankan melalui Pagment Gatewag W.

Bank Sumut yarig memungkinkan nasabah bank untuk
memperoleh informasi, rneiakukan komrrnikasi., dan

melakukan transaksi perbankan melalui Deliuery Chsnnel

Bank seperti teller, customer service, ATM, CMS dan

lainnya.
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29. Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat II/P adalah orang

pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong

pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan

kewajiban perp4akan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpaj akan.

30. Wdib Retribusi adalah orang pribadi atam badan yang

menurut perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau

pemotong retribusi tertentu.

31. Transfer adalah suafu kegiatan jasa bank untuk

memindahkan dana tertenfu sesuai dengan perintah si

pemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan

seseorang yang ditunjuk sebagai penerirna transfer.

32. Buku Kas Umum yang selanjutnya disingkat BKU ada,lah

media yang digunakan untuk mencatat semua transaksi

penerimaan dan pengeluaran kas baik secara tunai

maupun giral, mutasi kas dari bank ke tunai dan

perbaikan/ koreksi kesalahan pembukuan.

33. Transaksi Tunai yang selanjutnya disebut tunai ada-lah

transaksi yang menggunakan instrument berupa uang

kartal, yaitu Liang dalam bentuk fisik uang kertas dan uang

logam.

34. Transaksi Non Tunai yang seianjutnya disebut non tunai

adalah transaksi yang menggunakan instrument berupa

alat pembayaran menggunakan Cash Management Sgstem

(CMS), Cek, Biiyet Giro, Nota Debit, maupun uarlg

elektronik.

35. Penerimaan Daerah adalah semlla penerirnaan Rekening

Kas Umum Daerah melalui layanan perbankan )rang telah

disediakan.

36. Saido Rekening adalah jumlah yang ada pada akrrn setelah

pembebanan biaya jasa penarikan, pendebitan dan

pengkreditan setoran, hasil kliring penarikan cek yang

dapat digunakan untuk rekonsiliasi dengan

membandingkan laporan bank dengan register atam buku

cek.
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37. Rekening Bank adalah rekening keuangan pencatatan

transaksi keuangan antara nasabah dan bank serta pcsisi

keuangan yang dihasilkan dar:i aasabah dengan bank.

38. Real Time adalah kondisi pengoperasian dari suatu sistem

perangkat keras dan perangkat lunak y-ang di batasi oleh

rentang waktu dan merniliki tenggang w,aktu (deadline| yang

jelas, reiatif terhadap waktu suatu perisliwa atau operasi

terjadi.

39. Online adalah suatu keadaan komputer yang terkoneksi

atau terhubung kedalam jaringal komunikasi data.

4O. Aplikasi adalah suatu subkelas perangkat iunak komputer

yang memanfaatkan kemampuan komputer iangsuag untuk
melakukan suatu tuga-s yang diinginkan pengguna.

41"Biaya transfer adalah biaya yang dibebankan oleh pihak

bank sesuai dengan peraturan perbankan.

42.Tanda bukti penyetoran adalah tanda bukti transaksi

setoran yang dilakukan oleh penyetor.

43. Tanda bukti pembayaran adaiah tanda bukti transaksi

pembayaran yang dilakukan oleh pihak yang membayar.

Pasal 2

(1) Transaksi Non Tunai daiam pengelolaan APBD Pemerintah

Daerah dilaksanakan berdasar asas :

a. efisiensi;

b. keamanan;dan

c. manfaat.

(2) Asas e{-rsiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a
adalah berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber

daya (waktu, tenaga dan biaya) untuk mencapai

pengeloiaan APBD yang maksimaL.

(3) Asas keamanan sebagairnana dirnaksud pada ayat {1} huruf
b adalah memberikan jaminan keamanan dalam transaksi

pengelolaan APBD kepada semua pihak yang

berkepentingan-

(4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf c
adalah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi

kepentingan daerah dan semua pihak yang berkepentingan.
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Pasal 3

Peratrrral Gubernur ini sebagai pedorna* pelaksanaan

transaksi non tunai di lingkungan Pemerintah Daerah

dalam rangka mewujudkan pengelalaan APBD dan

mencegah tindak pidana korupsi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1) Implementasi transaksi non tunai di lingkungan Pemerintah

Daerah meliputi:

a. penerimaal daerah;dan

b. pengeluaran daerah.

(2) Implementasi transaksi non tunai ini tidak termasuk Badan

Usaha Mitik Daerah TBUMD).

(3) Transaksi non tunai penerimaan dan pengeluaran daerah

diakomodir melalui aplikasi dan layanan yang disediakan

oleh perbankan secara ortline-

BAB iII
KEBIJAKAN PENERIMAAN DAERAH NON TUNAI

Bagian Kesatu

Klasilikasi dan Metode Penerirnaan Daerah

Pasal 5

(1) Penerimaan Daerah diklasifikasikan berdasarkan

sumbernya dalam tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:

a. pendapatan asli daerah {PAD};

b. pendapatan dana perimbanganlpendapatan transferi

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

i2) Metode Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat tU dilakukan melalrri transfer dari Bank Lairr atam

melalui Deliuery Ctzannelyang disediakan oleh Bank.

{3} Penerirnaan Daerah disetor ke RKUD secara real time, tanpa

melalui rekening operasional pendapatan.
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Bagian Kedua

Kegagalan Transaksi

Pasal 6

(1) Dalarn hal terjadi kegagalan transaksi secara elektronik,

pihak Bank akan menindaklanjuti dengan cara

berkoordinasi dengan BUD untuk bersama-sama

melakukan klari{ikasi dengan Wajib Pajakl Wajib Retribusi

yang bersangkutan-

(2) Hasil koordinasi yang teiah dilakukan oleh pihak Bank

dilaporkan ke Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Daerah.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 7

(1) Kepala SKPD terkait dan BUD beru'enang melakukan

perrga\.,asan terhadap pembayaran dan penyetoran pajak

daerah dan retribusi daerah dalam rangka pengelolaan

pendapatan daerah"

(2) Dalam melaksanakan pengawasan dapat dilakukan baik

secara manual maupun elektronik.

(3) Pertanggungjawaban atas penerirnaan daerah Llaik tunai
maupun non tunai mengikuti peraturan dan ketenfuan

yang bertraku.

BAB ry
KEBIJAKAN PENGELUARAN DAERAH NON TUNAI

Bagian Kesatu

Jenis Pengeluaran Daerah

Pasal 8

(1) Jenis belanja meliputi :

a. belanja tidak langsung :

1. belanja pegawai;

2. belanja bunga;

3. helanja subsidi;

4. belanja hibah;

5. belanja bantuan sosial;

6. belanja bagi hasil;
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7. brelanja bantual keuangan;

8. belanja tidak terduga"

b. belanja langsung ;

1. belanja pegawai;

2. belanja barangl.lasa;

3. belanja modal;

Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat {U yang

dilaicukan oleh BUD rnelali..li layanan perbankan berbasis

elektronik.

Belanja setragaimana dimaksud pada ayat (1) yang

dilakukan oleh SKPD melalui la-1'anan perbankan berbasis

eiektronik alau rnenggunakan meka-nisrne instmrnen

pembayaran barik berupa cek atau bilyet gira.

Kewajiban perpajakan _vang tirnbr:l akibat pengeluaran

sebagairnana dimaksud pada ayat {2} dan ayat {3} wajib

disetor ke kas daeratr rnelalui pemindahbukuanlsurat

perintah pemindalibukuanlceklhilyet gira/CS{S dengan

me lampirkari e -billing paj ak.

Bagian Kedua

Bendahara Umurn Daerah

Pasat 9

(U Proses penertritaa SP2D sesuai dengan pedoman

pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah 1.arrg ditetapkan

oleh Gubernur.

(2t Pada saat SP2D diterbitkan oleh BUD, secara otomatis

akan mendebet RKLID dan di translFer ke rekening

bendahara pengeluaran SI{PD dan pihak ketiga secara resl

time rnetalui fasiiitas CMS yang disediakan oleh bank.

Bagian Ketiga,

Beadahara Pengeluaran SKPD

Pasai 1O

{U Proses penertritan SPP dan SPM sesuai dengarl pedornan

pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah lrarrg ditetapkaa

oleh Gutrernllr.

(2) Besaral UP setiap SKPD diterapkar dengan Keputusan

Gubernur.
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(3) UP setiap SKPD diterima melalui proses transfer dari BUD

dalam bentuk Non Tunai dan disimpan di rekening Bank

yang ditetapkaa oleh Gubernur.

(4) Pembayaran kepada pihak ketiga ya-rlg rnenggunakan UP

melalui mekanisme pemindahbukuan/ surat perintah

pemindahbukuanl cekl bilyet giro/ CMS.

(5) Pembayaran yang dilakukan secara kolektif (lebih dari satu

rekening tujuan penerima) ke pihak ketiga/masyarakat

atau ASN, seperti honorarium, bantuan transport,

perjalanan dinas atau sejenisnya dapat diakomodir melalui

satu rekening pihak ketigal rnasyarakat atau ASN yang

masuk dalam kegiatan tersebut berdasarkan penunjukan

PA/KPA SKPD terkait.

Bagian Keempat

Rekonsiliasi

Pasal 11

t1) Peiaksanaan rekonsiliasi, terdiri atas :

a. rekonsiliasi data transaksi pembayaran melalui CMS;

b. rekonsiliasi saldo BKU dengan rekening koran/giro"

{2) Rekonsili"asi data transaksi pembayaran melalui CMS

dilakukan dengan mencocokkan data transaksi yang

tercatat pada BKU dengan rincian transaksi pada rekening

koran/giro.

(3) Rekonsiliasi data transaksi pembayaran melalui CMS dapat

dilakukan secara periodik dan/atau setiap hari pada akhir

hari kerja oleh SKPD terkait dengan Bank.

Bagian Kelima

Kegagalan Transaksi

Pasal 12

{1) Dalam hal terjadi kegagalan transaksi secara elektronik,

maka Bank akan rnenindaklanjuti dengan cara rlleiakukan

klari{ikasi dengan Bendahara Pengeluaran/Bendahara

Pengeluaran Pembantu SKPD dan pihak ketiga yang

bersangkutan.
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Hasil klarifikasi akan ditindaklanjuti oieh Bank, paling lama

\ x24jarn.
Bagian Keenam

Kesa-lahan Transaksi

Pasal 13

Dalam hal terjadi kesalahan input transaksi (kelebihan

pembayaran) oleh SKPD melalui CMS, maka SKPD segera

menghubungi pihak bank untuk dilakukan pemblokiran.

Selanjutnya SKPD melampirkan dokumen sebagai berikut:

a. print ouf bukti. pembayaran melalui CMS dan kwitansi

dari pihak ketiga/ penerima;

b. surat pernyataan tentang kesalal.an pendebetan

rekening giro yang dibuat oleh bendahara pengeluaran

dan PPK SKPD yang diketahui oleh PAIKPA;

c. surat konfirmasi kepada penerima transfer untuk

bersedia mengembalikan kelebihan dana dimaksud

{autodebetl.

Selanjutnya kelengkapan tersebut disampaikan kepada

Bank untuk diiakukan pemindahbukuan dari rekening

pihak ketiga/penerirna ke rekening giro SKPD terkait.

Bagian Ketujuh

Pengawasan

Pasal 14

BUD dan Kepala SKPD terkait berwenang melakukan

pengawasan terhadap pembayaran melalui mekanisme

pernindahbukuanlsurat perintah pernindahbukuanlcekl

bilyet girolCMS dalam rangka pengelolaan keuangan

daerah.

Pengaw.asan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan secara rnanual rnalrpun elektronik.
Pertanggungjawaban atas penerirnaan dan pengeluaran

daerah baik tunai rnaupun non tunai mengikuti ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(u

{2}

{s}

(U

(2|

{3}
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BAB V

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

(1) Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pernbantu,

Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran

Pembantu atau Pembantu Bendahara Fengeluaran yang

tidak melaksanakan transaksi secara non tunai dikenai

sanksi adrninistratif.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa:

a. teguran lisan; dan

b. teguran tertulis.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasai 16

Batas maksimal penerimaan daerah pada SKPD yang dapat

dilaksanakan secara tunai sebesar Rp. 1O.OOO.OO0,OO

{sepuluh juta rupiah} per hari.

Batas maksirnal penggunaan UP pada SKPD dalam bentuk

tunai sebesar Rp. 3.OOO.OOO,O0 {tiga juta rupiah} per hari.

Biaya jasa layanan perbankan yang ditimbulkan atas

transaksi penerirnaan daerah dibebankan pada wajib

pajak/wajib retribusi atau pihak yarrg membayar sesuai

dengan ketentuan perbankal.

Biaya jasa layanan perbankan yang ditimbulkan atas

transaksi pengeluaran daerah dibebankan pada pihak

penerima transfer sesuai dengan ketentuan perbankan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

(1) Peraturan pelaksanaan yang rnengatur rnengenai pedoman

pelaksanaan APBD dinyatakan tetap berlaku sepanjang

tidak bertentangan dengan Peraluran Gubernur ini.

(2) Impiementasi transaksi non tunai di lingkungan Pemerintah

Daerah dilaksanakan muiai 1 Januari 2018.

(1)

{2}

t3)

t4)
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BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini rnr:lai berlaku

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuirrya,

pengundangan Peraturan GuLrernur ini dengan

dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

pada taaggal

memerintahkan

penempatannya

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 25 Februari2AL9

GUBERNUR SUMATERA UTARA

ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 28 Februari 2Al9

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

R. SABRINA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019 NOMOR 16

Aslinya
M,

Pembina
NIP.1

Muda
98003 1 004
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